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ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH 

DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI 

BANJARBARU 

 

 

TEDY SEPTIAWAN 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Apakah di Banjarbaru melanggar Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap penambangan yang 

Berlindung terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 6 

Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Jenis penelitian yang 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum dilakukan untuk mencari 

pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum 

merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum”. Sifat 

penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu 

menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. 

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang 

saling bertentangan 

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Kota Banjarbaru sendiri ada larangan untuk 

penambangan pada peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, jadi pada 

penelitian ini terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan 

Daerah Banjar Nomor 9 Tahun 2011 . pada kasus seperti ini maka digunakan lah 

Asas lex superior derogate legi inferiori Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang 

lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki 

tidak sederajat dan saling bertentangan. 

Kedua, Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung 

di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya 

perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar 

bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 

 

Kata Kunci  Izin, Penggunaan Pemanfaatan Tanah,  
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RINGKASAN 

 

ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH 

DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI 

BANJARBARU 

 

(Tedy Septiawan, 2023 : 61 Halaman) 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumberdaya energi 

dan mineral yang cukup besar1. Potensi sumber daya alam tersebut harus 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta harus 

memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Salah satu sumber daya alam 

yang dimanfaatkan tersebut adalah. Dalam proses pengambilannya memiliki proses 

dan prosedur yang panjang yaitu yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan. 

Pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang membutuhkan 

kawasan hutan, baik yang berasal dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) 

maupun Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Keberadaan perusahaan 

tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, berbagai 

masalah timbul akibat kegiatan pertambangan mulai dari munculnya berbagai 

penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, terjadinya pencemaran 

yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan punahnya beberapa flora 

fauna yang menjadi karakter daerah setempat. 

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan menuntut 

proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan 

pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalarn rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan 

pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan 

mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan. 

Dengan kewenangan ini kasus-kasus besar yang belum selesai di KPK bukan tidak 

mungkin akan dihentikan dimasa yang akan datang, Legislasi itu justru 

bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-

1/2003 tanggal 30 Maret Tahun 2004 Salah satu pasal yang diuji ke Mahkamah 

Konstitusi ialah pasal 40 ihwal larangan KPK menerbitkan SP3. Permohonan 

tersebut ditanggapi oleh MK SebTerkait pelaksanaan program   dan pasca tambang 

sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, saat ini dinilai belum mumpuni 

dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak area lahan 

ekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah 

di Indonesia. Padahal kewajiban perusahaan pertambangan dalam 

                                                           
1 Reno Fitriyanti,  2016, Pertambangan Galian C: Dampak Lingkungan, Sosial dan 

Ekonomi, Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 34 
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memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur   dan pasca tambang telah diatur 

secara tegas dan lugas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan terkait 

pertambangan

 

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, 

yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian 

penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan 

yang saling bertentangan  

 

Hasil penelitian ini adalah: 1. Kota Banjarbaru sendiri ada larangan untuk 

penambangan pada peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, jadi pada 

penelitian ini terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan 

Daerah Banjar Nomor 9 Tahun 2011 . pada kasus seperti ini maka digunakan lah 

Asas lex superior derogate legi inferiori Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang 

lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki 

tidak sederajat dan saling bertentangan. 2. Pada Peraturan Daerah Banjarbaru 

Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara 

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan 

atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 

44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran Rakyat.Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam 

yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, 

pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, 

transparan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar 

memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. 

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, 

telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan. 
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